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Abstrak : Penjualan kosmetik ilegal  di Indonesia sangat berkembang pesat, lebih 
khususnya di Wilayah Kota Bima. Berbagai cara dilakukan para pelaku 
usaha untuk meraup banyak keuntungan, salah satunya dengan 
memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal. Produk kosmetik 
ilegal merupakan produk yang tidak memiliki izin edar dan tidak 
memenuhi syarat peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan 
dan/atau  kosmetika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 72 Tahun 1998. Produk kosmetik illegal ini tentu dapat 
menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Efek samping kosmetik 
menimbulkan kekhawatiran pengguna kosmetik yang tetap ingin menjaga 
penampilan mereka. Disatu sisi, konsumen selalu bertambah, dan pasti 
akan diikuti dengan peningkayan kejadian efek kosmetika. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah faktor 
penyebab terjadinya penjualan kosmetik ilegal secara bebas di Kota 
Bima? 2) Bagaimana peran Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) 
dalam mengawasi penjualan kosmetik illegal di Kota Bima? 3) Apakah 
akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal secara 
bebas?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian hukum Empiris atau disebut penelitian lapangan yaitu 
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 
kenyataannya masyarakat. Penelitian ini didukung dengan data primer 
sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.Dari hasil 
penelitian didapatkan bahwa kesulitan ekonomi, banyaknya permintaan, 
ingin meraup banyak keuntungan serta kurangnya pengawasan menjadi 
faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik ilegal secara bebas. 
Sedangkan peran Loka POM yaitu melakukan pengawasan secara berkala 
serta melakukan uji sampling kandungan kosmetik berdasarkan analisa 
resiko. Adapun sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik 
ilegal yaitu sanksi administratif, saknsi pidana dijerat dengan Pasal 196 
dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan 
sanksi perdata. 
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Abstract : Sales of illegal cosmetics in Indonesia are growing rapidly, especially in 
the Bima City Area. Various methods have been used by business actors 
to reap many benefits, one of which is by producing and trading illegal 
cosmetics. Illegal cosmetic products are products that do not have a 
distribution license and do not meet the requirements for the 
distribution of pharmaceutical preparations and medical devices and / or 
cosmetics based on Regulation of the Minister of Health of the Republic 
of Indonesia Number 72 of 1998. These illegal cosmetic products can 
certainly have negative impacts on health. Cosmetic side effects cause 
concern for cosmetic users who still want to maintain their appearance. 
On the one hand, consumers are always increasing, and certainly will be 
followed by an increase in the incidence of cosmetic effects. The 
formulation of the problems in this study are: 1) What are the factors 
causing the illegal sale of cosmetics freely in the City of Bima? 2) What 
is the role of the Food and Drug Supervisory Workshop (POM) in 
supervising illegal cosmetic sales in Bima City? 3) What is the legal 
consequence for business actors selling illegal cosmetics freely? The 
research method used in this research is the empirical legal research 
method or called field research, which examines the applicable legal 
provisions and what happens in reality in society. This research is 
supported by primary data as primary data and secondary data as 
supporting data. From the research results it is found that economic 
hardship, high demand, wanting to reap a lot of profit and lack of 
supervision are the factors causing the sale of illegal cosmetics freely. 
Meanwhile, the role of Loka POM is to carry out regular supervision and 
to conduct a sampling test for cosmetic content based on risk analysis. 
As for the legal sanctions for business actors selling illegal cosmetics, 
namely administrative sanctions, criminal sanctions under Article 196 
and Article 197 of the Health Law Number 36 of 2009, and civil sanctions 
 
Keywords: Business Actors, Illegal Cosmetics, POM Loka, Legal Sanctions 
 
PENDAHULUAN 
Kemajuan dibidang industri yang begitu pesat tentu tidak luput dari dampak negatif, 
kehadirannya berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antar pedagang 
terutama dalam hal menarik konsumen saat transaksi jual beli sangat ketat.Salah satu produk 
yang begitu laris di pasaran adalah kosmetik. 
Produk-produk ini dipakai secara berulang setiap hari dan di seluruh tubuh, mulai dari 
rambut hingga kaki sehingga produk-produk tersebut harus memenuhi standar keamanan yang 
berlaku.Berbagai industry bersaing menciptakan produk kosmetik dengan formula dan 
tampilan yang menarik untuk memenuhi kebutuhan para wanita khususnya. Sayangnya, 
tingginya permintaan akan produk kecantikan saat ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak 
bertanggung jawab dengan memproduksi berbagai jenis kosmetik palsu menggunakan  merek 
terkenal dengan harga jual yang jauh  lebih murah untuk mendapatkan keuntungan yang 
besar-besaran. Selain itu, kosmetik yang diproduksi mengandung zat-zat kimia berbahaya 
salah satunya merkuri. Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang ditambah  
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beredarnya kosmetik palsu ini. 
Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan produknya, salah 
satu contohnya adalah dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan  luar negeri 
yang diimpor langsung ke Indonesia. Tidak adanya notifikasi dari badan POM membuat harga 
menjadi lebih murah bukan karena produk tersebut palsu. Cara lain yang dilakukan untuk 
menghindari kecurigaan yaitu dengan mencantumkan label dan komposisi yang ditiru dari 
kosmetik asli. 
Hal di atas tentu sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 
Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana kosmetik yang 
beredar harus memiliki izin edar dan memenuhi syarat peredaran farmasi dan alat kesehatan. 
Sebagaimana dijelaskan juga didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Kosmetika, bahwa kosmetik yang beredar harus 
memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.Kosmetik yang telah memenuhi 
persyaratan sesuai peraturan tersebut ditandai dengan adanya kode izin edar yang 
dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
Selain itu diatur juga didalam Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2019 tentang Teknis 
Bahan Kosmetika, dimana pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi untuk 
diedarkan di dalam dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi 
persyaratan teknis Bahan Kosmetika yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium dan 
referensi ilmiah/empiris lain yang relevan. 
Didalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlidungan Konsumen juga mengatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang memperoduksi 
dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, 
komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaiman dinyatakan 
dalam atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 
Dilansir dari media masa resmi milik Badan POM Republik Indonesia, kantor Badan POM 
di Kabupaten Bima pada tanggal 1 Desember 2018 melakukan aksi penertiban kosmetik illegal 
dan/atau mengandung bahan berbahaya di wilayah Kota Bima bersama-sama dengan Dinas 
Kesehatan Kota Bima, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, dan 
Kepolisian Resort Kota Bima. Dalam kegiatan ini didapatkan beberapa kosmetik Tanpa Izin 
Edar dan mengandung bahan berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan di Pasar Raya Kota 
Bima. Kosmetik yang ditemukan ada produk lokal dan produk import dengan berbagai macam 
jenis. Salah satunya adalah kosmetik bermerk La Bella. 
Hal semacam  itu tentu menjadikan posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak 
terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk 
mendapatkan hasil yang sempurna malah berakibat sebaliknya serta merugikan kesehatan. 
Sehingga hak-hak konsumen yang disebutkan  didalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tidak terpenuhi dengan sebaik-baiknya. 
 
LANDASAN TEORI  
Pengertian Kosmetik 
Istilah kosmetik yang dalam bahasa Inggris cosmetics, berasal dari “kosmein” dalam 






Syamsuddin, Zuhrah & Tia Haryati 
Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal  
Di Kota Bima  
JurnalFundamental 
Vol. 01 No. 02. Juli-Desember 2020 
Hal 00-00 
 
r l Fundamental 
Vol. 9 No. 1. Januari-Juni 2020 
Hal 17-30 
diri dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar.Sekarang kosmetik dibuat 
tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan 
kecantikan.1 
Menurut peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan 
Kosmetika, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada 
bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian 
luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, 
mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara 
tubuh pada kondisi baik.2 
 
Pengertian Kosmetik Ilegal Palsu 
Palsu atau produk palsu adalah versi tiruan atau replica dari produk milik perusahaan 
lain. Produk ini biasanya meniru merek dagang (nama atau logo) dan/atau fitur khusus produk 
perusahaan lain tersebut untuk membuat imitasi produk asli.3 Kosmetik ilegal palsu adalah 
kosmetik yang dibuat dengan meniru merek prodak perusahaan resmi dan proses 
pembuatannya tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) serta 
menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan. 
 
Pengertian Konsumen 
Menurut Aziz Nasution (2011: 5) “Konsumen yaitu setiap pengguna barang dan atau jasa 
untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi 
barang atau jasa lain”.4 Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan bahwa “Konsumen adalah 
setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan”.5 
 
Pengertian Pelaku Usaha 
Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK6 menyebutkan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” 
 
Pengertian Badan Pengawan Obat dan Makanan (BPOM) 
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan Pasal 1 menyebutkan bahwa: 
                                                 
1 Wasitaadmadja, 1997, Penuntun Ilmu Kosmetik Medic, (Jakarta: UI Press)  Hal. 16. 
2 Peraturan Kepala BPOM Nomor  23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika 
3Instagram. “Apa yang Dimaksud dengan Pemalsuan?”,  
https://id-id.facebook.com/help/instagram/499796697033328?helpref=search, (diakses 6 Maret 2020). 
4Nasution Aziz, 1955, Konsumen dan Hukum, Cetak Pertama, (Jakarta: CV Muliasari) Hal. 37. 
5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
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“Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga 
pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan obat dan makanan.BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden melalu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan.BPOM dipimpin oleh Kepala”. 
 
METODE  
Jenis penelitian yang yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dengan 
kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 
serta apa yang terjadi dalam kenyataannya masyarakat.7 Atau dengan kata lain yaitu suatu 
penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di 
masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang 
dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi 
masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.8 
Pendekatan secara yuridis sosiologis (field research) dilakukan dengan cara 
mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan, yaitu dengan penerapan peraturan 
perundang-undangan atau aturan hukum lain, serta melakukan wawancara dengan beberapa 
responden yang dianggap dapat memberi informasi mengenai apa yang sedang diteliti. 
Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik studi kepustakaan dengan data primer yaitu dengan mengumpulkan 
berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literature, serta 
mengakses internet berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan studi lapangan.9 
Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah 
keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasannya masing-masing, selanjutnya 
tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Teknik yang digunakan dalam analisis data 
adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 
teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi 
data dan analisis.10 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penjualan Kosmetik Palsu/Ilegal Secara Bebas 
Penjualan Kosmetik Palsu/Ilegal secara bebas yang marak terjadi di dalam dunia 
perdagangan Indonesia khususnya di Kota Bima sangat meresahkan banyak kalangan terutama 
wanita sebagai konsumen utama dari produk-produk kosmetika.Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh penulis, penjualan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan 
membahayakan masih banyak beredar. Beredarnya kosmetik palsu/ilegal secara bebas di 
pasaran tentunya tidak lepas dari banyak faktor penyebabnya diantaranya adalah sebagai 
berikut. 
a. Kesulitan Ekonomi 
                                                 
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 2. 
8 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 15. 2 
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit., hlm. 41. 
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Sulitnya mencari pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak 
orang mengalami kesulitan ekonomi, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya 
tuntutan hidup membuat sebagian orang menghalalkan segala cara demi bertahan hidup, 
salah satunya dengan menjual kosmetik palsu/illegal tanpa memikirkan resiko serta 
akibat dari kosmetik tersebut bagi konsumen. 
b. Banyak Permintaan 
Produk palsu/illegal biasanya memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan 
dengan produk aslinya.Inilah salah satu hal yang menarik minat konsumen untuk membeli 
produk kosmetik palsu/illegal tersebut.Tidak jarang wanita yang ingin tampil cantik, 
namun enggan mengeluarkan biaya yang banyak hanya untuk membeli kosmetik. 
c. Ingin Meraup Banyak Keuntungan 
Tingginya permintaan produk kosmetik dalam dunia perdagangan khusunya Kota 
Bima dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nakal untuk meraup keuntungan yang lebih 
banyak. 
d. Kurangnya Pengawasan 
Kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk pada wilayah Kota Bima 
mengakibatkan mudahnya kosmetik palsu/ilegal beredar serta terjual.Selain itu, peran 
dari pihak-pihak terkait dalam pengawasan seharusnya lebih intensif melihat semakin 
bertambahnya jumlah pelaku usaha yang menjual kosmetik palsu/ilegal di Kota Bima. 
Kesimpulan di atas sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Yogi Abaso 
Mataram, S.Si.,Apt., selaku kepala Loka Pengawasan Makanan dan Obat di Kabupaten Bima, 
bahwa penyebab terjadinya penjualan kosmetik palsu/illegal di Kota Bima khususnya karena 
banyaknya permintaan dari konsumen sehingga dimanfaatkan oleh para oknum pedagang 
untuk meraup banyak keuntungan sebab kosmetik palsu/ilegal digarap dengan harga yang 
sangat murah. Keinginan para wanita khususnya memiliki kulit putih mulus dalam jangka 
waktu yang cukup singkat dengan harga yang murah tanpa memikirkan efek dari kosmetik 
tersebut membuat penjualan kosmetik palsu/illegal semakin meraja lela. Selain itu, Bapak 
Yogi juga mengatakan bahwa faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi dan membuat 
beberapa oknum terpaksa menjual kosmetik tidak memenuhi syarat mutu tersebut.Kurangnya 
pengawasan juga menjadi salah satu penyebab mudahnya kosmetik palsu/ilegal tersebut 
tersebar secara bebas.Peran para pihak-pihak terkait sangat diperlukan seperti Dinas Koperasi 
Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPERINDAG), Dinas Kesehatan, Kepala Pasar, dan Loka 
Pengawas Obat dan Makanan (POM), sehingga kemungkinan terjadinya penjualan kosmetik 
palsu/ilegal di Kota Bima dapat diminimalisir.11 
Berikut lampiran kosmetik yang dianggap berbahaya berdasarkan hasil penelusuran 
penulis dari Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bima.12 
1) AAA DM Gold Cream 
2) AAA Mahkota Cream Plus Vitamin E 
3) Animate Facial Essense 
4) Diamond Gold UV Whitening 
5) Esther Bleaching Cream – Cream A dan Cream B 
                                                 
11Hasil wawancara terhadap Bapak Yogi, selaku Narasumber dari Loka Pengawas Makanan dan Obat di Kabupaten Bima pada 20 
Juli 2020. 
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6) La Bella Night Cream dan day Cream 
7) New Special 99 Cream Racikan & Vitamin E Asli 
8) Racikan “Ling Zhi” with Vitamin E 
9) Rice Milk Soap “K Brothers Soap Thailand” 
10)  Temulawak Gold day and Night Cream 
11) “99” New Special Cream 
12) “99” New Special Whitening Cream  
13) “Baby Face” Hidoquinone Tretinoin 
14)  “Collagen” Plus Vit E Day & Night Cream 
15)  “Diamond Cream” with Vitamin E 
16)  “DR” Gingseng Day and Night Cream  
17) “Hello Kitty” SPF 30 dan White Fresh Cream 
18) “SP” Special UV. Whitening 
19) “SP” Super UV. Whitening 
20)  “SU” Super Extra Gingseng Special Whitening Cream Day dan Night Cream 
 
Peran Loka Pengawas Makanan dan Obat (POM) dalam Mengawasi Penjualan Kosmetik 
Ilegal di Kota Bima 
Peran Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bima dalam mengawasi penjualan 
kosmetik illegal di Kota Bima  adalah sebagai berikut:13 
a. Melakukan pengawasan kosmetika baik pada sarana ritel modern maupun tradisional 
secara berkala dengan menggandeng lintas sector terkait, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, yang dilakukan dari hulu sampai hilir. 
b. Pengawasan melalui sampling dan pengujian kandungan kosmetika yang dilakukan di Balai 
Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram. Sampel diambil di Kota dan 
Kabupaten Bima, Dompu berdasarkan analisa resiko. 
Mengenai penegakkan hukum (law enforcement) terhadap pelaku usaha yang menjual 
produk kosmetik palsu/ilegal  yang dapat merugikan akan dilakukan:14 
1) Diperingatkan 
Pelaku  usaha  yang  menjual  kosmetik  atau  yang  memiliki  toko,  kios,  warung 
diperingatkan  dengan  surat  pernyataan  bahwa  benar  telah  menjual  kosmetik tanpa  
izin  edar  yang  mengandung  bahan  berbahaya  dandapat  merugikan terhadap  
kesehatan  konsumen  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatan tersebut.  
Apabila  setelah  membuat  surat  pernyataan  tersebut  masih  menjual kosmetik  yang  
berbahaya,  pelaku  usaha  atau  penjual  akan  diperkarakan  dan tokonya  tidak  akan 
ditutup  karena  bukan merupakan  kewenangan  dari  Badan POM. 
2) Pembinaan 
Pelaku UsahaPembinaan  pelaku  usaha  yang  dimaksud  adalah  penyuluhan  terhadap  
pelaku usaha.  Pelaku  usaha  di  sini  telah  dianggap  cakap  hukum  karena  untuk 
memperoleh izin memiliki tahapan yang cukup rumit. Badan POM bermaksud memberikan  
aspek  jera  terhadap  pelaku  usaha  yang  melakukan  kejahatan. Toko  yang  menjual  
                                                 








Syamsuddin, Zuhrah & Tia Haryati 
Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal  
Di Kota Bima  
JurnalFundamental 
Vol. 01 No. 02. Juli-Desember 2020 
Hal 00-00 
 
r l Fundamental 
Vol. 9 No. 1. Januari-Juni 2020 
Hal 17-30 
produk  berbahaya  dan  ilegal  tidak  semata-mata  langsung dilakukan  penyegelan  
dengan  maksud  pelaku  usaha  masih  diberi  kebebasan untuk   menjual   produk-produk   
legal,   demikian   karena   pembinaan   yang dilakukan  diharapkan  mampu  membuat  
pelaku  usaha  jera  dan  tidak  akan mengulangi perbuatannya. Apabila selama proses ini 
pelaku usaha tertangkap masih  menjual  produk-produk  berbahaya  dan  ilegal,  
makahukumannya  akan lebih berat yaitu dengan pemberatan. 
3) Pemusnahan, penarikan, dan penyitaan barang atau produk 
Pemusnahan   penarikan,   dan   penyitaan   dilakukan   pada   pabrik   kosmetik maupun   
toko   yang   setelah   diperiksa   dari   hasil   laboratorium   terbukti memproduksi, 
menjual, dan mengedarkan kosmetik berbahaya dan illegal yng tidak   sesuai   dengan   
ketentuan   dalam   pembuatan   kosmetik.   Pemusnahan penarikan,  dan  penyitaan  
kosmetik  harus  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan yang  ada  dan  tidak  dapat  
semena-mena  dilakukan  sebagaimana  diatur  pada Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  
Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Kriteria  dan  
Tata Cara Penarikan  Pemusnahan Kosmetika. 
 
Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Palsu/Ilegal Secara Bebas 
Kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, 
manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan dinotifikasi sebagaimana pada Pasal 2 Keputusan 
Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan 
Peredaran Kosmetika. 
Pelaku usaha penjual kosmetik berbahaya dan ilegal dapat dijatuhi tindak pidana, 
tetapisebelumnya   Badan  POM  akan   melakukan  pemeriksaan  langsung  dan pemeriksaan  
melalui  laboratorium  dan  apabila  hasil  uji  laboratorium  ditemukan tidak  sesuai  dengan  
ketentuan  mengenai  kandungan  kosmetik  sebagaimana  telah diatur  dalam  Keputusan  
Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  republik Indonesia  nomor  HK.00.05.4.1745  
Tahun  2003  tentang  Kosmetik  maka  akan dilimpahkan  pada  seksi  penyidikan  untuk  
ditindaklanjuti  melalui  jalur  hukum. Berdasarkan  Pasal  39  Keputusan  Kepala  Badan  
Pengawas  Obat  dan  Makanan RepublikIndonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang 
Kosmetik. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, yaitu: 
1) Sanksi administratif, berupa: 
a. Peringatan tertulis. 
b. Penarikan produk kosmetik dan penarikan iklan kosmetik tersebut. 
c. Pemusnahan kosmetik. 
d. Penghentian  sementara  kegiatan  produksi,  impor  distribusi,  penyimpanan, 
pengangkutan, dan penyerahan kosmetik. 
e. Pencabutan sertifikat dan izin edar 
2) Sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Pelaku    usaha    yang    melakukan pelanggaran   dalam   memproduksi,   menjual,   
dan   atau   mengedarkan   produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah 
diatur pada peraturan perundang-undangan,  dasar  hukumnya  yaitu  Undang-Undang  nomor  
36  Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu: 
1. Untuk   pelaku   usaha   yang   melakukan   kecurangan   dan   tidak   memenuhi 
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diatur   sebagaimana   mestinya,   dapat   dikenakan   Pasal   196   dengan ancaman  
pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
2. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang 
diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman  pidana  
paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp. 1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah). 
Larangan untuk memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetik berbahaya juga 
diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana pada Pasal 8 yaitu 
kosmetik yang tidak memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak 
sesuai dengan standar mutu, komposisi produk yang dapat membahayakan, berproduksi secara 
tidak halal, produk kosmetik tidak sesuai dengan kondisi atau tidak sesuai dengan label yang 
dicantumkan.  
Dalam UUPK, ditur mengenai tangung jawab pelaku usaha sebagaimana terdapat pada 
Pasal 19, yaitu: 
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan 
atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yng dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau 
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
transaksi. 
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih 
lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku 
usaha dapat membuktikanbahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
Pelaku usaha yang menolak atau berusaha lepas untuk memberikan ganti kerugian 
pada konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesian sengketa konsumen atau 
mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, hal ini diatur pada Pasal 23 
UUPK. 
Demi tercapainya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, diperlukan 
adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat meminimalisir 
kerugian yang diperoleh pada konsumen. Apabila telah dilakukan pembinaan dan pengawasan, 
konsumen merasa belum puas dan masih merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan 
terhadap pelaku usaha yang mana oleh badan penyelesaian sengketa konsumen dapat 
diberikan sanksi administratif yakni berupa ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 
(duaratus juta rupiah). Pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk kosmetik yang 
merugikan bagi konsumen dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 
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1. Perampasan barang tertentu; 
2. Pengumuman keputusan hakim; 
3. Pembayaran ganti rugi; 
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian 
konsumen; 
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; 
6. Pencabutan izin usaha; 
Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya 
dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan umun yakni Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat 
melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan 
sengketa konsumen secara mudah, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan konsumen. 
Pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, pelaku usaha dapat 
diminta pertanggung jawabannya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.Akan 
tetapi pada pelaksanaannya masih adapelaku usaha yangtidak bertanggung jawab atas 
produk kosmetik yang merugikan.Dalam penegakkan hukum masih belum berjalan 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang 
dibahas dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik ilegal secara bebas yaitu: 
1) Kesulitan Ekonomi 
Sulitnya mencari pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 
banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, ditambah lagi dengan semakin 
meningkatnya tuntutan hidup membuat sebagian orang menghalalkan segala cara 
demi bertahan hidup, salah satunya dengan menjual kosmetik ilegal tanpa 
memikirkan resiko serta akibat dari kosmetik tersebut bagi konsumen. 
2) Banyak Permintaan 
Produk ilegal biasanya memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan 
dengan produk aslinya.Inilah salah satu hal yang menarik minat konsumen untuk 
membeli produk kosmetik ilegal tersebut.Tidak jarang wanita yang ingin tampil 
cantik, namun enggan mengeluarkan biaya yang banyak hanya untuk membeli 
kosmetik. 
3) Ingin Meraup Banyak Keuntungan 
Tingginya permintaan produk kosmetik dalam dunia perdagangan khusunya Kota 
Bima dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nakal untuk meraup keuntungan yang 
lebih banyak. 
4) Kurangnya Pengawasan 
Kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk pada wilayah Kota Bima 
mengakibatkan mudahnya kosmetik ilegal beredar serta terjual.Selain itu, peran 
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semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal di Kota 
Bima. 
b. Peran Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) dalam mengawasi penjualan kosmetik 
ilegal di Kota Bima yaitu: 
1) Melakukan pengawasan kosmetika secara berkala dengan menggandeng lintas 
sector terkait, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang 
dilakukan dari hulu sampai hilir. 
2) Pengawasan melalui sampling dan pengujian kandungan kosmetika yang dilakukan 
di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram. Sampel diambil 
di Kota dan Kabupaten Bima, Dompu berdasarkan analisa resiko. 
c. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal secara bebas : 
1) Sanksi Administratif 
- Peringatan tertulis. 
- Penarikan produk kosmetik dan penarikan iklan kosmetik tersebut. 
- Pemusnahan kosmetik. 
- Penghentian  sementara  kegiatan  produksi,  impor  distribusi,  
penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik. 
- Pencabutan sertifikat dan izin edar. 
2) Sanksi Pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan (UU Kesehatan). Produsen atau penjual kosmetik yang tidak memenuhi 
standar keamanan, khasiat dan mutu dapat dipenjara 10 (Sepuluh) tahun dan 
didenda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 196 UU Kesehatan). 
Sementara produsen atau penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar bisa 
dipenjara 15 (Lima belas) tahun dan didenda Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar 
lima ratus juta rupiah) (Pasal 197 UU Kesehatan). 
3) Sanksi Perdata 
- Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan 
- Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran 
- Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen 
 
2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran 
berupa: 
a. Pelaku  usaha kosmetik dalam  usahanya perlu menunjukkan  itikad  baik  serta harus  
mencari  tahu  konsekuensi  apa  yang  di  peroleh  dalam  melakukan usahanya.  
Pelaku  usaha  juga  harus  memperhatikan  hak-hak  konsumen  serta kewajibannya 
sebagaimana yang terdapat pada UUPK dan pelaku usaha harus berusaha 
memenuhinya. 
b. Konsumen pengguna  produk  kosmetik  sudah  seharusnya  teliti  dan  cermat dalam  
membeli  produk  kosmetik. Konsumen  perlu  melakukan  pengecekan sebelum   
membeli   dan  menggunakan   produk   kosmetik. Konsumen  harus mencari informasi 
mengenai produk kosmetik sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang 
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c. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkhusus Loka Pengawas Obat dan 
Makanan (POM) Bima perlu meningkatkan kinerjanya dalam  melakukan  pengawasan  
pada  produk-produk  kosmetik  di  Kota Bima sehingga  dapat  meminimalisir  
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